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Abstract: This study aims to find out the role of the Regional Research and Innovation Development Planning
Agency in Handling Slum Settlements in Uneng City Subdistrict, Sikka Regency. The problems faced are limited
basic infrastructure such as roads, clean water and inadequate sanitation. This is because this area has
experienced a significant increase in population and this has not been balanced with the development of adequate
basic infrastructure. The research method used is a qualitative method and is analyzed qualitatively. The results
of this research show that the role of the Regional Research and Innovation Development Planning Agency in
Handling Slum Settlements in Uneng City Subdistrict is to coordinate aspects of the preparation and integration
of policies, strategies, norms, standards, guidelines and criteria for the implementation of Housing and Settlement
Areas (PKP), Coordinating technical aspects of defense, licensing, design and technical feasibility as well as
integration of Housing and Settlement Area (PKP) facilities and infrastructure, Coordinating institutional aspects,
including coordinating, formulating policies, strengthening institutional capacity, as well as building
partnerships with other parties including the community in the form of empowerment and cooperation as well as
developing databases and information on housing and residential areas (PKP), Coordinating and developing a
monitoring and evaluation system for PKP implementation, including performance measurement and PKP
standard parameters.
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Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan
Inovasi Daerah dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka.
Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi yang
belum memadai. Hal ini dikarenakan kawasan ini mengalami peningkatan populasi yang cukup signifikan dan
tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur dasar yang memadai. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode kualitatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa peran Badan
Perencnaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota
Uneng adalah Mengkoordinasi aspek — aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar,
pedoman dan kriteria penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukian (PKP), Mengkoordinasi aspek —
aspek teknis pertahanan, perizinan, desain ,dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana
Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Mengkoordinasi terhadap aspek — aspek kelembagaan, meliputi
koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak
lain termasuk masyarakat dalam bentuk perberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan
informasi perumahan dan kawasan permukiman (PKP), Mengkoordinasi dan pengembangan sistem pemantauan
dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan parameter standar PKP.

Kata Kunci: Penangan, Permukiman, Kumuh, Uneng

1. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) adalah salah
satu perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, untuk membantu Bupati dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
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Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan salah satu bidang yang terdapat pada
kantor Bapperida Kabupaten Sikka yang mana bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan pengendalian
perencanaan di bidang infrastrukur pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan dan
permukiman dan kewilayahan meliputi urusan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perumahan, dan kawasan
permukiman, perhubungan, kecamatan dan kelurahan.

Dalam kegiatannya, bidang Infrastruktur dan Kewilayahan juga melaksanakan fungsinya
yaitu, Penyusunan Perencanaan, Pengoordinasian penyusunan, Pengoordinasian Pelaksanaan,
Pengoordinasian Dukungan, Asistensi Penyusunan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan dan Pelaksanaan fungsi. Penanganan kawasan kumuh di Indonesia telah menjadi
salah satu prioritas nasional mengingat tingginya tingkat urbanisasi dan perkembangan
perkotaan yang pesat. Kawasan kumuh merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak
kota besar dan kecil, dimana penduduk yang tinggal di wilayah ini biasanya mengalami
keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan
transportasi.

Pemerintah pusat melalui berbagai program seperti Program Kota Tanpa Kumuh, berupaya
mengurangi jumlah kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah
perkotaan. Untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat pemerintah harus memperhatikan
kehidupan yang layak bagi masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan dan permukiman kumuh secara komprehensif. Pencegahan adalah tindakan yang
dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru.

Permukiman yang layak adalah permukiman yang terdapat keteraturan bangunan, tidak
terlalu padat, kualitas sarana prasarana yang baik, lingkungan yang baik, tersedia drainase, dan
tersedia air minum yang layak. Namun, di beberapa tempat atau kawasan terdapat permukiman
yang kumuh. Dari adanya kondisi permukiman yang kumuh masyarakat mempunyai ancaman
terhadap kesehatan, sosial ekonomi, maupun rawan akan bencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, menyatakan bahwa perumahan dan kawasan
permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan
perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan  perbaikan,
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
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Menurut UU No. 1 Tahun 2011, kawasan kumuh didefinisikan sebagai wilayah yang
memiliki kepadatan bangunan tinggi dan tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan serta
prasarana dasar yang memadai, sehingga berisiko bagi kesehatan, keselamatan, dan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan
peningkatan kualitas kawasan kumuh melalui program penataan dan peremajaan permukiman.

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sikka meliputi
sejumlah 68 titik pada 9 Kelurahan di 3 kecamatan dengan luas total sebesar 145,66 hektar.
Kelurahan yang menjadi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu, Kelurahan
Kabor, Kelurahan Kota Uneng, Kelurahan Madawat, Kelurahan Nangalimang, Kelurahan
Wolomarang, Kelurahan Beru, Kelurahan Hewuli, Kelurahan Waioti, dan Kelurahan Wuring.
Kota Uneng merupakan salah satu kawasan kumuh yang berada di Kabupaten Sikka.

Kelurahan Kota Uneng menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan kumuh
yang cukup serius karena terletak di kawasan tepi pantai. Kawasan ini mengalami peningkatan
populasi yang cukup signifikan, terutama dengan banyaknya pendatang yang mencari
pekerjaan di sekitar pusat kota Maumere. Lonjakan penduduk ini tidak diimbangi dengan
pengembangan infrastruktur yang memadai, sehingga muncul kawasan-kawasan kumuh
dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Akses terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi, air
bersih, dan perbaikan lingkungan masih terbatas, yang berdampak langsung pada kualitas
hidup masyarakat.

Penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Kota Uneng melibatkan berbagai pihak, baik
dari pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat setempat. Program-program seperti
KOTAKU yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan jalan
lingkungan, pengadaan sarana air bersih, dan pengelolaan sanitasi, menjadi salah satu solusi
utama untuk mengurangi dampak negatif dari kondisi kumuh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah proses penanganan
permukiman kumuh dan Kelurahan Kota Uneng sebagai lokasi penelitian.
Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
Data primer berupa hasil wawancara peneliti kepada narasumber dari Kepala Sub Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Sikka. Data Sekunder berupa dokumen — dokumen terkait perencanaan

penanganan Permukiman Kumuh.
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Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui instrumen wawancara. Bentuk wawancara
yang akan dilakukan berupa Model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara secara rerstruktur dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disusun dan
dianggap sesuai dengan aspek penanganan permukiman kumuh. Pengumpulan data sekunder
diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari instansi terkait atau pada
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka. Data ini
mencangkup peran Badan Perencanan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam

Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara,
peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang
diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

pertanyaan sampai memperoleh data yang dianggap kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bapperida adalah suatu lembaga pemerintah daerah yang berada di Kabupaten Sikka.
Bapperida dulunya disebut sebagai Bapelitbang atau Badan Perencanan dan Penelitian dan
Pengembangan yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Bapperida
adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Bpperida mempunyai
tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang penelitian dan
pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Invensi
dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah, Untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan

pemerintah Daerah.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) juga mengambil peran dalam Penanganan Permukiman
Kumuh di Kota Uneng sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perencanaan di bidang infrastruktur
pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan dan permukiman perumahan dan kawasan

permukiman, perhubungan,kecamatan dan kelurahan.

47 DHARMA EKONOMI- VOLUME 31, NOMOR 1, TAHUN 2024



e-ISSN: 2964-5808; p-ISSN: 0853-5205, Hal. 44-57

Dalam menangani permukiman kumuh sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA
yang sudah dijelaskan diatas maka melalui bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) memiliki peran dalam
menangani permukiman kumuh yaitu sebagai berikut : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
pada Bapperida bertanggung jawab untuk mengkoordinasi Penanganan Permukiman Kumuh
di Kota Uneng. Dalam hal ini bidang Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki tugas untuk
mengkoordinasi perencanaan dan penysunan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai
dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan
Inovasi Daerah terkai dengan Penanganan Permukiman Kumuh Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan melakukan perumusan melaksanakan Kkebijkan, koordinasi, sinkronisasi,
pengendalian, perencanaan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Infrastruktur, Perhubungan dan
Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infrastruktur dan Kewilayahan),
menyatakan bahwa : Peran Bapperida terhadap Penanganan Permukiman Kumuh di Kota
Uneng sebagai Pengkoordinasi terhadap perencanaan penyusunan program kerja penanganan

permukiman kumuh Kota Uneng.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Sebagai Ketua Pokja Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kota Uneng.

Pokja atau Kelompok Kerja mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut,

1) Bidang Kebijakan dan Strategi
Mengkoordinasi aspek — aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma,
standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(PKP).

2) Bidang Teknis PKP
Mengkoordinasi aspek — aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis
serta keterpaduan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

3) Bidang Kelembagaan, Kemitraan,dan Informasi
Mengkoordinasi terhadap aspek — aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan
kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak
lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta

mengembangkan basis data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman (PKP).



4)

Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten Sikka

Bidang Pemantauan dan Evaluasi
Mengkoordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

PKP, meliputi pengukuran kinerja dan parameter standar PKP.

Kondisi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kota Uneng Sebelum Dilakukan Intervensi

Ada beberapa faktor yang dinilai cukup memperihatinkan seperti:

a)

b)

d)

Kepadatan Penduduk Tinggi

Banyak rumah dibangun dengan jarak yang sangat rapat sehingga mengakibatkan
kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

Kondisi Fisik Bangunan yang Buruk

Banyak rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan yang tidak tahan
lama, mudah rusak dan lapuk seperti bambu atau papan kayu bahkan atap dan dinding
rumah sering bocor atau rusak.

Keterbatasan Infrastruktur

Biasanya pada permukiman kumuh kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar, seperti
jalan yang layak, sistem drainase yang baik serta pengelolaan sampah yang memadai. Hal
ini bisa menyebabkan masalah banjir dan polusi terutama saat musim hujan.

Kualitas Air dan Sanitasi Buruk

Salah satu masalah yang serius adalah kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi
yang layak. Sebagian masyarakat juga masih menggunakan air sumur bor yang airnya
bersumber dari laut yang mengakibatkan air terasa asin. Selain itu, saluran pembuangan
yang tidak terorganisir dengan baik yang bisa menyebabkan masalah kesehatan.

Masalah kesehatan dan keamanan

Dengan kondisi lingkungan yang buruk kesehatan masyarakat sering terganggu.
Banyaknya limbah, polusi, dan kurangnya fasilitas kesehatan membuat masyarakat rentan
terhadap penyakit.

Intervensi yang dilakukan di permukiman kumuh biasanya bertujuan untuk memperbaiki

infrastruktur, meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta menciptakan

lingkungan yang lebih sehat dan layak huni. Program ini sering melibatkan upaya perbaikan

fisik, seperti pembenahan infrastruktur jalan, sistem drainase, serta penyediaan fasilitas umum

yang lebih memadai.
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Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Proses Penanganan Permukiman Kumuh

Dalam peroses penanganan permukiman kumuh di kelurahan kota uneng terdapat

tantangan utama yang dihadapi seperti :

a)

b)

d)

Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Penanganan permukiman kumuh
membutuhkan investasi yang besar dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan
layanan dasar ( air bersih, sanitasi, drainase). Keterbatasan anggaran pemerintah atau
lembaga terkait menjadi kendala utama dalam melaksanakan intervensi yang
komperhensif dan berkelanjutan.

Kepemilikan Tanah dan Isu Legalitas Banyak permukiman dibangun diatas lahan
yang statusnya tidak jelas, seperti tanah negara, tanah milik pribadi tanpa dokumen
resmi, atau tanah yang berada di kawasan yang diperuntukkan bagi hunian. Isu
legalitas lahan ini sering kali mempersulit proses pembangunan infrastruktur dan
relokasi warga, karena ada ketidakpastian hukum yang menghambat perencanaan dan
pelaksanaan proyek.

Kepadatan Penduduk yang Tinggi Permukiman kumuh biasanya sangat padat dengan
penduduk, yang menjadikan upaya perbaikan lebih sulit karena keterbatasan ruang.
Penataan ulang permukiman sering kali bertentangan dengan kebutuhan ruang warga
yang sudah terbatas, serta ketidakmampuan mereka untuk berpindah tempat karena
keterbatasan ekonomi.

Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Salah satu tantangan dalam penanganan
permukiman kumuh adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

perubahan perilaku dan lingkungan.

Indikator Yang Digunakan Untuk Mengidentifikasi Suatu Wilayah Sebagai

Permukiman Kumuh

Lingkungan perumahan, sanitasi lingkungan, dan pembuangan limbah rumah tangga,

kondisi rumah (RTLH), status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, kondisi air bersih,

MCK, pengelolaan sampah, dan drainase menjadi faktor yang menyebabkan kawasan tersebut

menjadi kumuh. Sebagian masyarakat memanfaatkan air dari sumur bor yang tidak bersih

sehingga berpotensi menimbulkan penyakit karena mengonsumsi air yang tidak bersih.

Pembuangan limbah rumah tangga dan kondisi jaringan jalan yang tidak baik juga

menyebabkan suatu kawasan menjadi kumuh.
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Program Atau Kebijakan Yang Mendukung Upaya Penanganan Permukiman Kumuh

Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Uneng Dari Segi Karakteristik Seperti
Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan,
Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, Dan Proteksi Kebakaran Harus
Diupayakan Agar Semuanya Terpenuhi Karena Untuk Menjadi Permukiman Yang Tidak Di
Katakan Kumuh Ketika Semua Karakteristik Yang Disebut Sudah Terpenuhi Karena
Merupakan Persyaratan Yang Telah Diatur. Jika Permukiman Kumuh Tidak Ditangani Maka
Dampak Yang Akan Terjadi Yaitu Masyarakat Akan Semakin Miskin, Kesehatan Masyarakat
Akan Semakin Menurun Berpengaruh Terhadap Pendidikan, Lingkungan Sosial, Sosial
Budaya, Dan Ekonomi Masyarakat. Maka Dari Itu Perlu Adanya Peran Aktif Pemerintah,
Masyarakat Dan Pihak Swasta Dalam Menanagani Permukiman Kumuh Yang Ada Di
Kabupaten Sikka.

4. PENUTUP
Kesimpulan

Peran Bapperida Sendiri dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota
Uneng Kabupaten Sikka sebagai Ketua Pokja (Kelompok Kerja). Sebagaimana yang sudah
dijelaskan bahwa sebagai Ketua Pokja memiliki peran sebagai Penggoordinasian dalam
penyusunan dalam keterpaduan kebijakan, strategi,norma,standar, pedoman dan Kkriteria.
Selain itu Bapperida juga menggordinasi aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan

kelayakan serta keterpaduan sarana dan prasarana.

Sebagai Ketua Pokja juga Bapperida menggordinasi aspek kelembagaan, meliputi
mengkoordinasi penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun
kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan
kerjasama,serta menggordinasi pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi. Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida mempunyai peran yang cukup penting dalam
kaitannya dengan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Uneng Kabupaten
Sikka.

Sesuai dengan tugas dan fungsi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah itu sendiri yaitu, penyusunan dan
koordinasi program rencana pembangunan daerah. Dalam menjalankan perannya terkaitan

penanganan permukiman kumuh itu menjadi tugas pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
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(Infrastruktur dan Kewilayahan). Namun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan selain menjadi

koordinasi bidang ini juga melakukan monitoring.

Saran

Sesuai dengan permasalahan yang sudah disebutkan bahwa Bapperida terkhusunya

pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disarankan agar dapat menangangi permukiman

kumuh yang ada di Kabupaten Sikka agar permukiman kumuh yang ada sekarang tidak

meningkat menjadi lebih banyak dan menjadi kawasan permukiman kumuh berat. Ada

beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani permukiman kumuh sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Umum

a)

b)

Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Dasar Menyediakan fasilitas dasar seperti
jalan yang layak, jaringan air bersih, dan penerangan jalan umum. Pemerintah daerah
juga harus bekerjasama dengan instasi yang terkait untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur dasar.

Perbaikan Sistem Drainase Masih ada permukiman kumuh yang sering terendam banjir
karena sistem drainase yang buruk. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan ulang

dan pembangunan drainase yang efektif.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a)

b)

Pelatihan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi Memberikan pelatihan bagi
warga setempat mengenai keterampilan baru seperti kerajinan tangan atau usaha mikro
lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan ekonomi warga dan mengurangi
ketergantungan pada sektor informal yang tidak stabil.

Edukasi Tentang Ksehatan dan Lingkungan Menyediakan program edukasi yang
membahas pentingnya kebersihan lingkungan dan cara menjaga kesehatan, seperti

mengelola sampah, sanitasi, dan pencegahan penyakit.

3. Peningkatan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

a)

b)

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor
swasta dan LSM dalam menyediakan sumber daya untuk pembangunan permukiman
yang lebih layak huni

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Masyarakat harus
dilibatkan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaaan program penanganan

permukiman kumuh agar program tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
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4. Program Relokasi dan Permukiman Terpadu

a)

b)

Relokasi Warga ke Permukiman Yang Lebih Layak Jika memungkinkan, lakukan
relokasi bagi warga yang tinggal di area yang sangat tidak layak huni ke permukiman
yang lebih aman dan nyaman, dengan tetap memberikan dukungan untuk penghidupan
mereka.

Pembangunan Permukiman Terpadu Membangun permukiman yang menggabungkan
rumah tinggal, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau sehingga tercipta lingkungan
yang sehat dan layak huni.

Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah

a)

b)

Program Pengelolaan Sampah Terpadu Membuat sistem pengelolaan sampah yang
lebih efisien dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dan pemilahan
sampah. Menyediakan tempat sampah yang memadai dan memberikan edukasi tentang
pentingnya pengelolaan sampah.

Recycling dan Pengurangan Sampah Mengembangkan program daur ulang dan
pengurangan sampah agar mengurangi beban lingkungan dan menciptakan peluang

ekonomi baru.

Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

a)

b)

Peningkatan Layanan Kesehatan Meningkatkan akses layanan kesehatan, baik dari segi
fasilitas maupun ketersediaan tenaga medis. Puskesmas dan Posyandu harus lebih
mudah dijangkau oleh warga yang tinggal di permukiman kumuh.

Pendidikan dan Sekolah Membuka akses pendidikan untuk anak — anak di permukiman
kumuh, serta menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan terjangkau bagi

mereka.

Penyuluhan Tentang Hak dan Kewajiban Warga

a)

b)

Sosialisasi Tentang Hak Kepemilikan Tanah dan Perumahan Masyarakat perlu
diberikan pemahaman terkait hak kepemilikan tanah, sehingga mereka tidak terjebak
dalam masalah hukum yang dapat menghambat upaya penataan permukiman.
Pemahaman Tentang Peraturan Lingkungan Warga di permukiman kumuh perlu diberi
pemahaman mengenai peraturan lingkungan dan zonasi wilayah, agar mereka lebih
sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Dengan langkah — langkah tersebut, diharapkan permasalahan permukiman kumuh di

Kota Uneng dapat diatasi secara berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih layak

huni, sehat, dan aman bagi warganya.
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